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PT BINANGA HARTAMA RAYA DIDUGA GUNAKAN DOKUMEN TERBANG 

 
Sumber gambar: https://keratonnews.co.id/berita/kendari/pt-binanga-hartama-raya-diduga-gunakan-

dokumen-terbang- 

 

Lingkar Kajian Studi Pertambangan Sulawesi Tenggara menyoroti aktivitas PT. 

Binanga Hartama Raya (BHR) di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketua Lingkar Kajian Studi Pertambangan Sulawesi 

Tenggara,Uter menyampaikan dugaan dokumen terbang yang dilakukan PT. BHR dalam 

melakukan aktivitas penambangan dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa izin 

pinjam pakai kawasan. "Berdasarkan data yang kami miliki aktifitas yang dilakukan PT. 

BHR masuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kami duga kuat aktifitasnya 

selama ini tidak mengantongi IPPKH,” tegasnya, Rabu (30/10/2024). 

Kata Uter, jika dokumen terbang yang dipakai, berarti ada dugaan keterlibatan dan 

memfasilitasi dari perusahaan-perusahaan resmi yang memiliki dokumen di seputaran 

Blok Marombo, Kabupaten Konut. Ia juga mengungkapkan sejumlah regulasi yang 

diduga dilanggar oleh PT. BHR di Blok marombo Tindakan perusahaan tersebut diduga 

sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 50 Ayat (3) huruf g jo Pasal 38 Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (UU Kehutanan). 

Selain itu, juga pada pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba) bahwa setiap orang yang melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 

40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) di pidana penjara paling 

lama 10 tahundan denda paling banyak Rp10 miliar. 

Uter menegaskan pihaknya akan terus mengawal dugaan perambahan hutan oleh 

PT. Binanga hartama Raya sampai ada proses hukum terhadap unsur pimpinan 
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perusahaannya sebagai tanggung jawab telah melakukan dugaan tindak pidana 

lingkungan. "Aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas jangan ada pembiaran 

apalagi bermain mata atas kejahatan pertambangan karena sampai saat ini, perusahaan 

tersebut masih saja melakukan aktivitas dengan leluasa,” ungkap Uter. "Kami akan terus 

mengawal kasus ini sampai ada proses hukum terhadap pimpinan PT Binanga hartama 

Raya berkaitan dengan dugaan perambahan hutan yang dilakukan," pungkasnya. 
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Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang, pada Pasal 50 Ayat (3) huruf g menyatakan bahwa “Setiap 

orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau 

eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan hutan, tanpa izin Menteri.” 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pada Pasal 

158 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa 

IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 

48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).” 
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